REPUBLIK INDONESIA

No.236, 2019 KEMENDIKBUD. Organisasi dan Tata Kerja.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor
101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pendidikan dan  Kebudayaan, perlu melakukan
penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem
Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6053);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang
pendidikan anak wusia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat,
serta pengelolaan kebudayaan;

pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan
anak wusia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan masyarakat, serta
pengelolaan kebudayaan;

pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu
dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta
tenaga kependidikan;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan,;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan di daerah;

pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan
pelindungan bahasa dan sastra Indonesia;

pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
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j- pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat,
serta kebudayaan; dan

k. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4

Susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan terdiri atas:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat;
d. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah;
Direktorat Jenderal Kebudayaan;
Inspektorat Jenderal;

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;

R o

Badan Penelitian dan Pengembangan;

[

Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing;

j-  Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;

k. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter; dan

L. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan
Kebudayaan.

Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
(1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I
mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan

koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana,
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program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan serta  sinkronisasi penyusunan
rencana program pendidikan dan kebudayaan di
pusat dan daerah bidang pendidikan dasar,
pendidikan menengah, guru, dan tenaga
kependidikan.

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II
mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan
koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan
Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat
serta  sinkronisasi program pendidikan dan
kebudayaan di pusat dan daerah bidang pendidikan
anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan
penelitian dan pengembangan.

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III
mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan
koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana,
program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan
Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan
Inspektorat Jenderal serta sinkronisasi program
pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah

bidang kebudayaan, bahasa, dan pengawasan.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I
mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan
pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem

akuntansi, verifikasi, dokumen dan perhitungan
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